
WALIKOTA TUAL 

PROVINSI MALUKU 

PERATURAN WALIKOTA TUAL 

NOMOR Og TAHUN 2017 

TENTANG 

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL BADAN KEPEGAWAIAN DAN 
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA TUAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

WALIKOTA TUAL, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka memberikan panduan dan pedoman 
kinerja guna meraksimakan peran den tanggung jawab 
dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan serta perberian 
motivasi yang dapat menghasilken kincrja yang optimal, 
maka perlu disusun uraian tugas dan jabatan secara 
sistcmatis dan terpadu; 

b. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 19 
Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah Kota Tual, maka perilu uraian 
tugas jabatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas 
organsas; 

c, bahwe berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan hurufbdi atas, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Walikota Tual. 

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam 
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomar 1645; 

2. Undang-Undang Noror 25 Tahun 2004 tentang Sister 
Perencanaan Pembangunan Nasional [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421]; 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438]; 

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20? Nomor 97, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4747; 



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 
Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah iubah terahir dengan Undang-Undang NOmor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Dacrah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

8. Peraturan Pererintah Nomor I6 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republk, Indonesia Nomor 3547) 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang 
Formasi Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nnor 194, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia.Nomor 4015] sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 
Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pererintah 
Nomar 97 Tahun 200O tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4192; 

IO.Peraturan Pemerintah Noor 10O Tahu 200O tentang 
Pengangkatan Pegawai Neger! Sipif Republtk Indonesia 
Dalam Jabatan Struktural [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4018) scbagairnana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 

Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 200 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4194); 

11.  Peraturan Pererlttah Norr 9 Tahtun 2003 ttt~ng 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 203 Nomor 15, Tambahan Lerbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4263); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembiraan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Pcrangkat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887; 
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Menetapkan 

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita 
Negara Republk Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

15. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tual 

(Lermbaran Daerah Kota Tua! Tahun 2016 Noror 88, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 7096); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG URAIAN TUGAS 

JABATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENOEMBANGAN 

SUMBER DAYA MANUSIA KOTA TUAL. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dal~r Per~tran ini yang dimaks~d dengan: 

1. Daerah adalah Kota Tua; 

2. Peri~rintih Di~rah ~d~al~h P~mi~rirtah K~ta Tu~l; 

3. Walikota Tual adalah Walikota Tual, 

4, Wakil Walikota adalah Wail Wahikota Tual; 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tual; 

6. Badan Daerah adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Kota Tal; 

7. Perangkat Daerah adalah organisasi pada Pemerintah Daerah yang 
bertanggang jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan yang terdiri dari Seckretariat Daerah, Sekretariat DP'RD, 
Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah; 

8. Unit Pelaksana Teknis Baden yang selanjutnya disingkat UPTB, adala.h 
unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis 
pcrasionial dan/~tau kegiatan teknis p~mun1jang tertentu; 

9. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tangeng 
jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka 
memimpin suatu satuan organisasi; 

10. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya discbut jabatan 
fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungiawab, 
wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan 
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian 
d~/~t~u kct~rarnpil~r tertentu serta b~rsif~t mandiri; 

11.Pelaksana adalah jabatan di luar jabatan struktural maupun jabatan 
fungsional berada di bawah pcjabat eselon tcrendah yang melaksanakan 
se bagian agas pada jabatan struktural; 

12. Standar Kompetensi Jabatan yang selanjutnya disebut standar kompetensi 
adalah persyaratan kompetensi minimal yang hanus dimiliki seorang 
Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas jabatan; 

13. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan Pemerintah aleh Pemerintah 
kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 
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14.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah 
dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kata 
dan/atau Desa serta Dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk 
melaksanakan tugas tertentu; 

15.Tugas Pokok adalah sekumpulan aktifitas untuk menyclesaikan pekerjaan; 

16. Fungsi adalah sekelompok aktifitas yang tergolong pada jenis yang sama 
berdasarkan sifat atau pelaksaannya; 

17 Uraian Tugas adalah suat paparan atau rincian atas semua tugas jabatan 
yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan 
dalam memproscs bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu. 

BAB II 

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

Bagian Pertama 
SUSUNAN ORAGNISASI 

Pasal 2 

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya 
manusia Kota Tual, terdiri dari: 

a. Kepala Badan. 

b. Sekretariat, terdiri dari : 

1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

c. Bidang Formasi dan Pembinaan Pegawai, terdiri dan: 

1 Sub bidang Formasi dan Informasi Kepcgawaian, 

2. Sub bidang Pembinaan KORPRI; 

3. Sub bidang Penegakan Disiplin ASN. 

d. Bidang Mutasi, terdiri dari :  

L. Sub bidang Mutasi dan Kepangkatan; 

2. Sub bidang Mutasi Jabatan dan Mutasi Pindah; 

3. Sub bidang Pemberhentian dan Pensiun. 

e. Bidang Pengembangan sumber daya manusia, terdiri dari 

1. Sub bidang Diklat Penjenjangan; 

2. Sub bidang Diklat Fungsional; 

3. Sub bidang Diklat Teknis dan Pendidikan Umum. 

(2) Unit Pelaksana teknis Badan (UPTB]. 

(3) Kelompok Jabatan ungsional 

Bagian Kedua 
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasal 3 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Surber Daya Manusia Kota 
merupakan tunstr pelaksana otonomi daerah pemerintah Kota di bidang 
Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, dipimpin oleh seorang 
kepaia badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Walikota melahu Sekretaris Daerah. 
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Pasal 4 

Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Kota, 
mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan 
daerah di bidang Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia 
dalam rangka pelaksanaan tugas dcsentralisasi, tugas pembantuan dan tugas­ 
tugas lain yang diberikan Walikota. 

Pasal 5 

Untuk menyclenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan 
fungsi: 

• Perumusan kebijakan dan pclaksanann tcknis di bidang Kepegaweian dan 
pengembangan sumber daya manusia; 

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan 
umum di bidang Kepegawaian dan pcngembangan sumber daya manusia 
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang Kepegawaian dan 
pengembangan sumber daya manusia; 

d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan; 

e. Pengelolaan Urusan Kesekrctariatan Badan; 

f. Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di 
bidang Kepegawaian dan pcngembangan sumber daya manusia. 

Bagian Ketiga 
KEPALA BADAN 

Pasal 6 

Uraian tugas Kepala Badan, sebagai berikut· 

a. Merumuskan Rencana Strategi (Renstra) Badan, berdasarkan Rencana 
Pembangnan Jangka Mencngah Daerah dan kcbijkan Kepala Daerah 
untuk memberikan layanan administrasi kepegawaian yang profesional; 

b. Merumuskan Rencana erja (RENJA) Tahunan dan Rencana Kegiatan dan 
nggaran (RKA] berdasarkan rencana Strategi Badan sebagai pedoman 
penyelenggaraan tugas; 

c. Merumuskan sasaran kebijakan pembinaan, pcngembangan dan 
ketatausahaan kepegawaian daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku 
dan skala prioritas kebutuhan agar layanan administrasi kepegawaian 
bcrjalan tertib dan lancar; 

d. Merumuskan kebijakan manajemen kepegawaian meliputi penyuasunan 
kebutuhan, formasi, pengadaan pegawai, mutasi, jabatan, kepangkatan, 
pemberhentian dan pensiun, kesejahteraan pegawai, pengembangan 
pegawai, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai untuk memberikan 
layanan administrasi kepada aparatur secara cepat dan tepat; 

e. Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Kebijakan Urum APBD (KUA] 
Badan, Prionitas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Badan sesuai 
ketentuan yang berlaku agar menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

f. Mengkoordinasikan dengan pihak terkait dan menetapkan bahan 
pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi 
kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjadi acuan dalam 
pelaksanaan tugas; 
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g. Membina dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas 
kerja dan pengembangan karir sesuai ketentuan yang berlaku agar 
bertangsungiawab terhadap penyelesaian tugas pokok dan fungsinya; 

h. Mengarahkan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan materil, 
ketatausahaan dan administrasi urum sesuai noma dan prosedur yang 
berlaku agar berjalan tertib dan lancar; 

i. Mengarahkan penyelenggaraan kebijakan penyusunan kebutuhan pegawai, 
formasi pegawai, pengadaan pegawa, satya lencana, pembinaan 
kedisiplinan, serta pengendalian data dan informasi kepegawaian sesuai 
norma, standar dan prosedur yang berlaku dalam rangka memenuhi 
tuntutan pelayanan kepegawaian yang cepat, tepat dan prosedural; 

j. Mengarahkan penyelenggaraan kebijakan pemindahan dan penempatan 
pegawai, penggajian dan tunjangan, pengangkatan, pembebasan scmentara 
dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural/fungsional, pensiun, 
administrasi Tim Penilai Kinerja, kepangatan dan ujian dinas sesuai 
ketentan yang berlaku dalam rangka memenuhi tuntutan pelayanan 
kepegawaian yang ccpat, tepat dan prosedural; 

k. Mengarahkan penyelenggaraan Diklat penjenjangan, diklat fungsional dan 
diklat teknis, adriristrasi tugas bclajar dan izin belajar sesuai ketentuan 
yang berlaku dalam rangka mememuhi tuntutan pelayanan kepegawaian 
yang cepat, tepat dan prosedural; 

I. Memantau dan mengawasi semua penyelenggaraan administrasi 
kepegawaian, keuangan dan materil berdasarkan norma dan standar yang 
berlaku agar berjalan sesuai proscdur; 

mn. Mengevaluasi proses dan basil penyelenggaraan kebijakan administrasi 
kepegawaian, keuangan dan materil badan berdasarkan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku dalam rangka mengetahui kekurangan untuk 
perbaikan berikutnya; 

n. Memberi paraf dan/atau tanda tangan pada naskah dinas sesuai 
kewenangan dan/atau pendelegasiannya guna kelancaran roda organisasi; 

o. Mengevaluasi kinerja bawahan dan kinerja baden berdasarkan ketentuan 
yang berlaku agar dapat menentukan langkah-langkah perbaikan ke 
depan; 

p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis berupa laporan 
pelaksanaan budaya kerja, pengawasan melekat, akuntabilitas kinerja 
pemcrintahan, LPPD, LKPJ, LKPD, LRA serta laporan kegiatan bulanan unit 
kerja secara berjenjang keatas berdasarkan prosedur yang berlaku untuk 
menjadi bahan evaluasi dan/atau pertanggungiawaban Pimpinan Daerah, 

q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olch atasan baik lisan 
maupun tertulis sesuai tugas dan fungsi untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

r. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP. 

Bagian Keempat 
SEKRETARIS DAN KEPALA SUB BAGLAN 

Pasal 7 

Uraian Tugas Sekretaris, sebagai berikut ; 

a. Merencanakan operasional program dan kegiatan tahunan berdasarkan 
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman operasional pelaksanaan tugas; 

b. Mendistribusikan tugas kepeada bawahan scsuai ketentuan yang berlaku 
agar bertanggung jawab terhadap penyelesaian tugas pokok dan fungsinya; 
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c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas dan ponyelenggaraan program 
kepada bawahan berdasarkan norma dan standar yang berlaku agar 
bcrjalan sesuai prosedur; 

d. Menyelia pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan 
fungsi agar terhindar dari kekeliruan dalam penerapannya; 

e. Menyelenggarakan program dan kegiatan perencanaan pegawai, tata usaha 
naskah dinas, administrasi kcpegawaian, keuangan dan perlengkapan 
badan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan 
lancar; 

f. Melaksanakan pemantauan teknis program perencanaan, tata usaha 
naskah dinas, administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan 
badan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar kegiatan 
dapat berjalan sesuai yang direncanakan; 

g. Membuat konsep naskah dinas dan/atau memberi paraf pada konsep 
naskah dinas sesuai kewenangannya guna kelancaran roda pemerintahan; 

h. Mengevaluasi pelaksanaan program perencanaan, tata usaha naskah dinas, 
administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan badan berdasarkan 
ketentan dan prosedur yang berlaku agar target yang direncanakan dapat 
tercapai; 

i. Mengevaluasi kinerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar 
dapat menentukan langkah -langkah perbakan; 

j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada 
atasan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk 
memberikan gambaran akhir pelaksanaan tugas; 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan 
maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas. 

Pasal 8 

(I Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, sebagpi 
berikut ; 

a. Menyusun rencena kegiatan dan anggaran berdasarkan ketentuan yang 
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. Merbagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 
jawab masing-rasing agar berjalan lancar dalam implementasinya; 

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan mekanisme dan 
prosedur yang berlaku agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

d. Memeriksa bahan dan konsep penyusunan rencana strategis, rencana 
Kerja tahunan, rencana kegiatan dan anggaran serta pengelolaan 
keuangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang bcrlaku agar 
terhindar dari masalah dalam proses penyelesaiannya; 

e. Melaksanakan perantauan penyusunan rencana strategis, rencana 
kerja, rencana kegiatan dan anggaran (RKA], LPPD, LKPD, pengelolaan 
keuangan LRA SPJ fungsional, proses penyelesaian pertanggung 
jawaban LS/GU/TU sesuai ketentuan dan prosedur yang beriaku agar 
terhindar dari masalah dalam penyelesaiannya; 

f. Mengevaluasi penyelesaian kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku 
dengan cara membandingken rencana dengan kegiatan yang telah 
dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan; 

& 
Membuat konsep naskah dinas dan/atau 
dinas sesuai batas kewenangannya 
pemerintahan; 

memeriksa konsep naskah 
gun.a kelancaran roda 
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h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai ketentan yang berlaku 
dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah 
dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan; 

i. Mengevaluasi kinerja bawahan dan sub bagian berdasarkan ketentuan 
dan prosedur yang berlaku agar dapat menentukan langkah-langkah 
perbaikan dan pengembangan; 

j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis 
kepada atasan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku 
untuk memberikan gambaran akhir pelaksanaan tugas; 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik 
lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas 

(2] Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, scbagai berikut: 

a. Menyusun rencana kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlakeu 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. Membagi tgas kepada bawahan sesuai dcngan tugas dan tan@gung 
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. Merbimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkun@an sesuai dengan 
tugas dan tanggung jawab agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

d. Memeriksa bahan dan konsep penyelesaian naskah dines, surat 
menyurat, inventarisasi barang, dan tata kelole perkantoran 
berdasrkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terhindar dari 
masalah dalam proses penyelesaiannya; 

e. Melaksanakan pemantauan pada pcnyelesaian naskah dinas, surat 
menyurat, inventarisasi barang dan tata kelola perkantoran 
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlau agar terhindar dari 
masalah dalam penyelesaiannya, 

memeriksa konsep naskah 
guna kelancaran roda 

Merabuat konsep naskah dinas dan/ atau 
dinas scsuai batas kewenangannya 
pemerintahan; 

g. Mengevaluasi kegiatan ketatausahaan naskah dinas atau surat 
menyurat, inventarisasi barang, dan tata kelola perkantoran dengan 
cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telab 
dilaksanakan uantuk pelaporan pelaksanaan; 

h. Mengevaluasi kinerja bawahan dan sub bagian berdasarkan ketentuan 
dan prosedur yang berlaku agar dapat menentukan langkah-langkah 
perbaikan dan pengembangan organisasi; 

i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secare Lisan maupun tertulis 
kepada atasan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku 
untuk memberikan gambaran akhir pelaksanaan tugas; 

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olch atasan baik 
lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas. 

t 

Bagan Kelima 
BIDANG FORMASI DAN PEMBINAAN PEGAWAI 

Pasal 9 

Uraian Tugas Kepala Bidang Formasi dan Pembinaan Pegawai, scbagai berikut: 

a. Merencanakan operasional program dan kegiatan berdasarkan ketentuan 
yang berlaku sebagai pedoman operasional pelaksanaan tugas; 
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b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku 
agar bertanggang jawab terhadap penyelesaian tugas pokok dan fungsinya, 

c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas dan penyelenggeraan kegiatan 
kcpada bawahan berdasarkan prosedur yang berlaku agar dapat 
menyelesaikan tugas dan kegiatan dengan penuh tanggung jawab; 

d. Menyelia pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan 
fungsi agar terbindar dari kekeliruan dan masalah; 

e. Menyelenggarakan program dan kcgiatan penyusunan dan penetapan 
kebutuhan, formasi pegawai, seleksi pengadaan pegawai, penetapan NIP, 
konversi NIP dan pengangkatan CPNS berdasarkan ketentuan yang berlaku 
agar kebutuhan pegawai dapat terpenuhi dan merata di setiap 

f. Menyelenggarakan program dan kegiatan penyusunan bezetting dan daftar 
urut kepangkatan, pengolahan dan pengendolion data / informasi 
kepegawaian secara manual dan elektronik berdasarkan ketentuan yang 
berlaku agar data dan informasi kepegawaian senantiasa tersaji dengan 
cepat dan akurat; 

g. Menyelenggarakan program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan 
jiwa korps pegawAi ASN melalui pengembangan mental, keagamaan, social 
budaya dan rohani berdasarkan ketentuan yang berlaku agar berjalan 
tertib dan lancer; 

h. Menyelenggarakan program dan kegiatan pengellaan daftar hadir, 
administrasi izin/cuti dan pemberian satya lencana sesuai ketentuan yang 
berlaku agar berjalan tertib dan lancar; 

i. Membuat konsep naskah dinas dan/atau memberi paraf konsep naskah 
dinas sesuaj kewenangannya guna kelancaran roda pemerintahan; 

j. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan capaian 
yang telah diraih guna perbaikan dan pengembangan kedepan; 

k. Mengevaluasi kinerje bawahan dan bidang berdasarkan ketentuan yang 
berlaku agar dapat menentukan langkah-langkah pengembangan kedepan, 

I. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan capaian 
yang telah diraih guna perbaikan dan pengembangan kedepan; 

m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada 
atasan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk 
memberikan gambaran akhir pelaksanaan tugas; 

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan 

aupun tertuhis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran tugas. 

Pase! 10 

(1 Uraian Tugas Kcpala Sub bidang Formasi dan Informasi Kepegawaian, 
se bagai berikut 

a. Menyusun rencana kegiatan tahunan berdasarkan program kerja yang 
ada scsuai prosedur yang berlaku sebagei pedoman pelaksanaan tugas; 

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
masing-masing agar dapat bertanggungiawab; 

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang 
scsuai dengan tugas dan tanggungiawab yang diberikan agar pekerjaan 
berjalan tertib dan lancar; 

d. Memeriksa bahan dan konsep penyusunan formasi PNS, seleksi 
pengadaan pegawai ASN, penyelesaian NIP CPNS, pengangkatan CPNS, 
penempatan pegawai, penyelesaian SPMT dan gaji bagi CPNS 
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berdasarkan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan agar 
terhindar dari kesalahan dalam pelaksanaannya; 

e. Memeriksa bahan dan konsep kegietan peremajaan dan pengendalian 
data manual/elcktronik (SAPK) pegaWai, status kepegawaian, 
dokumen/file pegawai ASN, bezetting dan Daftar Urut Kepangkatan 
DUK, serta penyaan informasi kcpegawaan sesuai ketentuan yang 
berlaku dan araban pimpinan dalam rangka mcngurangi kesalahan 
bawahan dalamn pelaksanaannya; 

f. Melaksanakan pemantauan kegitan dan mengevaluasi hasil 
penyusunan formasi PNS penyusunan bezzeting dan pcgawai, seleksi 
penerimaan pegawai, penyelesaian penetapan Nomar Induk Pegawai 
(NIP, pengangkatan CPNS, penempatan pegawai, penyelesaian 
pemnyataan melaksanakan tugas bagi CPNS serta ha katas gaji bagi 
CPNS sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebagai bahan evaluasi tugas 
pimpinan; 

g. Melaksanakan pemantauan kegiatan dan mengevaluasi kegiatan 
peremajaan, pengendalian dan penyajian data manual dan data 
elektronik (SAPK] pegawai, status kepcgawaian, dokumen/file 
kepegawaian, bezetting pegawai dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), 
penyajian informasi kcpcgawaian scsuai ketentuan yang berlaku agar 
berjalan tertib dan lancar; 

h. Membuat konsep naskah dinas dan/atau 
dinas sesuai batas kewenangannya 

memeriksa konsep naskah 
guna kelancaran roda 

pemerintahan; 

i. Mengevaluasi kinerja bawahan dan unit kerja berdasarkan ketentuan 
dan prosedur yang berlaku agar dapat menentukan langkah-langkah 
pengembangan; 

j. Melaporkan pelaksanaan tugas sesua dengan prosedur dan peraturan 
yang berlaku untuk memberikan gambaran akhir pelaksenaan tugas; 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik 
lisan maupun tertulis. 

(2) Uraian Tugas Kepala Sub bidang Pembinaan KORPRI, sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana kegiatan tahunan berdasarkan ketentuan yang 
beriaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. Merbagi tuagas kcpada bawahan sesuai dengan tugas dan tang8ng 
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bidang 
sesuai dengan tugas dan tanggungiawab agar pekerjaan berjalan tertib 
dan lancar; 

d. Memeriksa bahan dan konsep pembinaan jiwa korps meliputi 
pengenbangan mental, wawasan social budaya, eagamaan dan nilai 
dasar ASN dan kode etik pcgawai ASN sesuai ketentuan yang berlaku 
agar berjalan tertib dan lancar; 

e. Memeriksa hahan dan konsep pengembangan jiwa korps melalui seleksi 
dan/ atau lomba tingkat korps guna meningkatkan pemahamnan dan 
implementasi pelaksanaan kode etik pegawai ASN sesuai draf yang 
disiapkan dan rencana kerja agar berjalan tertib dan lancer; 

f. Melaksanakan pemantauan pada kegiatan pembinaan dan 
pengembargan jiwa korps meliputi pengembangan mental, wawasan 
social budaya, keagamaan dan nilai dasar ASN dan kode etik pegawai 
ASN scsuai ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan agar 
bawahan terhindar dari maselah dalam proses penyelesaiannya; 
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g. Mengevaluasi kegiatan pembinaan dan pcngembangan jiwa korps 
meliputi pengembangan mental, wawasan social budaya, keagamaan 
dan nilai dasar ASN dan kode etik pcgawai ASN dengan cara 
membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan 
untuk pelaporan pclaksanaan kegiatan; 

memeriksa konsep naskah 
gune kelancaran roda 

h Membuat konsep naskah dinas dan/atau 
dinas sesuai batas kewenangannya 
pererintahan; 

i. Mengevaluasi kinerja bawahan berdasarkan ketentuan dan prosedur 
yang berlaku agar dapat menentukan langkah-langkah pengembangan 
sub bidang; 

j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sub bidang sccara lisan maupun 
tertulis kepada atasan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang 
berlaku untuk memberikan gambaran akhir pelaksanaan tugas; 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olch atasan bak 
lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas. 

(2) Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Penegakan Disiplin ASN, sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana kegiatan Penegakan Disiplin ASN berdasarkan 
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman operasional pelaksanaan 
tugas; 

' 
b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesusai ketentuan yang 

berlaku agar bertanggung jawab terhadap penyelesaian tugas pokok 
dan fungsinya 

c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan kegiatan 
kepada bawahan berdasarkan prosedur yang berlaku agar dapat 
menyelesaikan tugas dengan lancer 

d. Menyclia pelaksanaan kcgiatan di bidang penegakan dis!ipin ASN 
berdasarkan gas pokok dan fungsi agar terhidar dari kekeliruan 
masalah 

e. Memeriksa bahan dan konsep penegakan dislipin Aparatur Sipil Negara, 
pemberi izin cuti, adminstrasi daftar hadir dan hukuman disiplin 
pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku agar terjadi peningkatan 
disiplin produktifitas kerja pegawai 

f, Melaksanakan perantauan teknis kegiatan pembinaan pegawai, 
penegakan disiplin pegawai, pemberian izin cuti administrasi daftar 
hadir dan huktuman disiplin pegawai berdasarkan ketentuan prosedur 
yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan sesuai yang di rencanakan 

g. Membuat konsep naskah dinas dan/atau memeriksa konsep naskah 
dinas sesuai batas kewenangannya guna kelacaran roda pemerintahan 

h. Mengevalasi pelaksanaan kegiatan pembinaan pegawai, penegakan 
disiplin pegawai, pemberi izin cuti, administrasi daftar hadir dan 
hukuman disiplin pegawai berdasarkan ketentuan dan prosedur yang 
berlaku untuk meciptakan pclayanan yang baik 

berlaktu 
bidang 

ketentuan yang 
pengembangan 

Mengevaluasi kinerja bawahan berdasarkan 
agar dapat menentukan langkah-langkah 
penegakan Bidang Penegakan Disipin ASN 

j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Bidang Penegakan Disiplin ASN 
secara hisan maupun tertulis kepada atasan berdasarkan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku untuk memberikan gambaran akhir pelaksanaan 
tugas 
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k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik 
lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kclancaran 
pelaksanaan tugas. 

Bagian Keenan 
BIDANG MUTASI 

Pasal 11 

Uraian Tugas Kepala Bidang Mutasi, sebagai benikut : 

a. Merencanakan operasional program dan kegiatan berdasarkan ketentuan 
yang berlakt sebagai pedoman operasional pelaksaan tugas; 

b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku 
agar bertanggungiawab terhadap penyelesaian tugas pokok dan fungsinya; 

e. Memberi petunjuk pelaksunaan tugas kepada bawahan berdasarkan 
ketentuan dan prosedur yang berlaku agar dapat menyelesaikan ugas 
dengan penuh tanggungjawab; 

d. Menyelia pelaksanaan kegiatan mutasi kepegawaian berdasarkan t1gas 
pokok dan fungsi agar terhindar dari kekeliruan dan masalab; 

e. Menyelenggarakan program dan kegiatan pengangkatan CPNS menjadi 
PNS, pengangkatan dan pemberhentan dalam jabatan struktural dan 
fungsional, rotasi jabatan, promosi dan demosi jabatan, administrasi 
baperjakat serta proses pemindahan pegawai; 

f. Menyelenggarakan program dan kegiatan, perhitungan den penetapen 
angka kredit, pemberhentian sementara, pemberhentian dan pensiun NS; 

g. Menyelenggarakan program dan kcgiatan, kenaikan dan penurunan 
pangkat, peninjauan masa kerja dan kenaikan gaji berkala serta cuti diluar 
tanggungan Negara berdasarkan ketentuan yang berlaku agar layanan 
mutasi kepegawaian dapat berlangsung dengan cepat, tcpat den 
prosedural; 

h. Memantau pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan dan 
prosedur yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan scsuai yang 
direncanakan; 

i. Membuat konsep neskah dinas dan/atau memberi paraf pade konsep 
naskah dinas sesuai kewenangannya guna kelacaran roda pemerintahan; 

j. Mengevalasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur 
yang berlaku untuk menciptakan pelayanan yang baik; 

k. Mengevaluasi kinerja bawahan pada bidang mutasi berdasarkan ketentuan 
yang berlaku agar dapat menenrukan langkah-langkah pengembangan 
Bidang Mutasi; 

I. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Bidang Mutasi sccara lisan maupun 
tertulis kepada atasan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku 
untuk memberikan gambaran akhir pelaksanaan tugas; 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olch atasan baik lisan 
maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas. 

Pasad 12 

(1) Uraian Tugas Kepala Sub bidang Mutasi Kepangkatan, sebagai berikut ; 
a. Menyusun rcncana kegiatan tahunan berdasarkan ketentuan yang 

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tagas; 
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b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tang@ung 
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. Membimbing pelaksanaan tugas bwahan di lingkungan setiap seat 
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan 
berjalan tertib dan lancar; 

d. Memeriksa bahan dan konsep pengangkatan CPNS menjadi PNS, 
peninjauan masa kerja, kenaikan pangkat dan penurunan pangkat 
serta ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penycsuaian ijazah; 

e. Memeriksa bahan dan konsep kenaikan gaji berkala, pergantian nama 
dan jenis kelamin, alih status kepegawaian, peningkatan pendidikan, 
mutasi data keluarga dan cuti diluar tanggungan Negara berdasarkan 
ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan dalam rangka 
mengurangi kesalahan dalam pelaksanaannya; 

f Memeriksa bahan dan konsep administrasi kesejahteraan pegawai 
meliputi tunjangan, taperum, bapertarum, asuransi pegawai dan 
perlindungan pegawai lainnya sesuai ketentuan dan kebutuhan yang 
ada guna memenuhi hak-hak kepegawaian; 

g. Melaksanakan pemantauan kegiatan sesuai jadwal yang telah 
ditetapkan sebagai bahan evaluasi tugas pipinan; 

h. Membuat konsep naskah dinas dan/atau memeriksa konsep naskah 
dinas sesuai batas kewenangannya guna kelacaran roda pemerintahan, 

i. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sesuai capaian yang diperoleh 
guna memperiancar pelaksanaan kegiatan; 

j. Mengevaluasi kinerja bawahan berdasarkan ketentuan dan prosedur 
yang berlaku agar dapat menentukan langkah-langkah pengembangan 
kedepan; 

k. Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan sesuai dengan prosedur 
dan peraturan yang berlaku untuk memberikan gambaran akhir 
pelaksanaan tugas; 

I. Mclaksanakan tugas kedinesan lain yang diberikan oleh pimpinan baik 
lisan maupun tertulis 

(2) Uraian Tugas Kepala Sub bidang Mutasi Jabatan dan Mutasi Pindah, 
sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana kegiatan tahunan berdasarkan rencana kerja dan 
rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
masing-masing agar dapat bertanggungiewab, 

e. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai dengan 
tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib 
dan lancar; 

d. Memeriksa bahan dan konsep pelaksanaan kegiatan pengangkatan dan 
pemberhentian dalam dan dari jabatan, pemindahan jabatan, 
pembebasan sementara dari jabatan struktural/fungsional, penurunan 
jabatan, diperbantukan diluar instansi induk, penarikan kembali dari 

perbantuan berdasarkan norma, standar dan prosedur yang berlaku; 

e. Memeriksa bahan dan konsep pelaksanaan kegiatan pengangkatan PNS 
menjadi pejabat Negara, pengaktifan kembali; PNS yang tidak 
mcngambit MPP dan telah menjadi pejabat negara, pemindahan unit 
kerja, perindahan antar instansi dan penitipan sementara berdasarkan 
norma, standar dan prosedur yang berlaku; 
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f. Memeriksa bahan dan konsep pelaksanaan kegiatan pengelolaan 
sekretariat Tim Baperjakat, sekrctariat Panitia Seleksi Pimpinan Tinggu 
dan sekretariat Tim Penilai Angka Kredit sesuai standar, prosedur yang 
berlaku; 

g. Memeriksa bahan dan konsep pelaksanaan kegiatan pelantikan pejabat, 
administrasi inpassing dan kenaikan jabatan, pemindahan jabatan 
fungsional berdasarkan ketentuan yang berlaku dan arahan dari 
pirnpinan agar terhindar dari masalah dalam proses penyelesaiannya; 

h. Melaksanakan pemantauan kegiatan sesuai jadwal yang teiah 
ditetapkan sebagai bahan evaluasi tugas pimpinan; 

i. Membuat konscp naskah dinas dan/atau memeriksa konscp naskah 
dinas sesuai batas kewenangannya guna kelacaran roda pemerintahan; 

j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dengan cera 
membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan 
untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan; 

k. Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan 
yang berlaku untuk memberikan gambaran akhir pelaksanaan tugas, 

l. Meleksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik 
lisan maupun tertulis. 

(3) Uraian Tugas Kepala Sub bidang Perberhentian dan Pensiun, sebagai 
berikut: 
a. Menyusun rencana kegiatan tahunan berdasarkan ketentuan yang 

beriaku scbagai pedoman pclaksanaan tugas; 

b. Membagi tugas kepada bawahan scsuai dengan tuagas dan tang8ung 
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan setiap saat 
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan 
berjalan tertib dan lancar; 

d. Memeriksa bahan dan konsep perberhentian PNS dan pppK serta 
pensiun PNS sesuai ketentuan yang berlaku agar berjalan tertib dan 
lancar; 

e. Memeriksa bahan dan konsep 

f Melaksanakan pemantauan kegiatan sesuai jadwal yang telah 
ditetapkan sebagai bahan evaluasi tuagas pimpinan; 

g. Mengevaluasi hasil pelakanaan kegiatan sesuai capaian yang diperoleh 
gtuna mcmperlancar pelaksanaan kegiatan; 

h. Mengevaluasi kinerja bawahan berdasarkan kctentuan den prosedur 
yang berlaku agar dapat menentukan langkah-langkah pengembangan 
kedepan; 

i. Melaporkan pelaksanaan tuagas di lingiaungan sesuai dengan prosedur 
dan peraturan yang berlaku untuk memberikan gambaran akhir 
pelaksanaan tugas; 

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik 
lisan maupun tertulis. 

Bagian Ketujuh 
BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

Pasal 13 

Uraian Tugas Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebagyai 
berikut. 
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a. Merencanakan operasional program dan kegiatan berdasarkan rencana 
strategis dan rencana kerja tahunan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 
pedoman operasional pelaksanaan tugas; 

b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku 
agar bertanggungiawab terhadap pcnyelesaian tugas pokok dan fungsinya; 

c. Memberi petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan program dan kegiatan 
kepada bawahan berdasarkan standar, norma dan prosedur yang berlaku; 

d. Menyelia pelaksanaan program dan kegiatan scsuai alur proses, jadwal dan 
target yang ditentukan agar terhindar dari kesahalan dalam penerapannya; 

e. Menyelenggarakan program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan 
prajabatan, fasilitasi PNS dalam mengikuti program Diklat kepemimpinan 
tingkat IV, III dan II PIM IV, diklat fungsional dan diklat teknis; 

f. Menyelenggarakan program dan kegiatan pengembangan pegawai melalui 
pemberian tugas/izin belajar serta bantuan pendidikan lainnya scsuai 
kuglifikasi pendidikan yang hirarkis guna meningkatkan kompetensi 
aparatur; 

g. Menyelenggarakan program dan kegiatan seleksi administrasi calon praja 
IPDN serta pemberian rekomendasi putra/putri daerah dalam melanjutkan 
pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka 
pengembangan karir dan peningkatan kapasitas aparatur; 

h. Melaksana.kan pemantauan teknis pelaksanaan program kegiatan sesua 
target, sasaran dan capaian dengan mengacu pada ketentuan dan prosedur 
yang berlaku sebagai bahan evaluasi; 

i. Mengevalasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan prajabatan, 
PIM IV, fasilitasi pegawai mengikuti PIM II dan PIM II, diklat fungsional, 
diklat teknis, seleksi administrasi calon praja IPDN, ujian Dinas kenaikan 
pangkat dan ujian penyesuaian ijazah berdasarkan ketentuan dan 
prosedur yang beriaku untuk menekan kesalahan dan perbaikan 
berikutnya; 

j. Mengevalasi kinerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlakt agar 
dapat menentukan langkah -langkah pengembargan Bidang Pendidikan 
dan Pelatihan; 

k. Memberi paraf koordinasi aras naskah dinas sesuai kewenangan yang ada, 

I. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada 
atasan berdasarkan capaian dan hambatan yang ditemukan guna menjadi 
bahan proyeksi perbaikan kedepan; 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan 
maupun tertlis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran 
pelaksanaan. 

Pasal 14 

(1) Uraian Tugas Sub bidang Diklat dan Pelatihan, scbagai berikut : 

a. Menyusun rencana kegiatan penjenjangan berdasarkan ketentuan yang 
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. Membagi tugas kepada bewahan sesuai dengan tugas dan tanggung 
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

d. Memeniksa bahan dan konsep pelaksanaan kegiatan prajabatan 
golongan II dan prajabatan golongan Il sesuai ketentuan yang berlaku 
agar berjalan tertib dan lancar; 
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e. Memeriksa bahan dan konsep pelaksanaan kegiatan fasilitasi 
keikutsertaan PNS dalam Diklat kepemimpinan tingkat IV, III dan II 
berdasarkan ketentuan yang berlaku dan arahand pimpinan dalam 
rangka mengurangi kesalahan dalam pelaksanaanny~; 

memeniksa konsep naskah 
guna kelancaran roda 

f Membuat konscp naskah dinas dan/atau 
dinas sesua batas kewenangannya 
pemerintahan; 

g. Mengevaluasi kinerja bawahan berdasarkan ketentuan den prosedur 
yang berlaku agar dapat menentukan langkah-langkah pengembangan; 

h. Meltporkan hast] pelaksaha'an Tugs secara lisan maupun tertuhis 
kepada atasan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku 
untuk memberikan gambaran akhir pelaksanaan tugas, 

i. Melaksanakan gas kedinasan lain yang diberikan oieh atasan baik 
lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas. 

[2) Uraian Tugas Sub bidang Diklat Fungsional, sebagai berikut: 

a. Menyusun rcncana kegiatan Sub bidang Peran Serta Masyarakat; 

b. Menyusun rencana kegiatan fasilitasi diklat fungsionai berdasarkan 
ketentan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

c. Membagi tugas kepada bawahan sestuai dengan tugas dan tanggung 
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, 

d. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan petunjuk teknis 
pelaksanaan kegiatan dan mekanisme yang berlaku agar pekerjaan 
berjalan tertib dan lancar; 

e. Memeriksa bahan dan konsep penyelesaian diklat diklat fungsional 
ten.aga penyuluh lapangan, diklat fungsional tenaga medis, dan diklat 
fun gsional tenaga administrasi berdasarkan ketentuan dan prosedur 
yang berlaku agar terhindar dari masalah dalam proses 
penyeleseiannya; 

f. Memeriksa bahan dan konsep kebutuhan diklat bag pemangku jabatan 
fungsion.al dan bagi PNS yang akan diangkat dalam jabatan fungsional; 

g. Melaksanakan pemantauan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan diklat 
fungsional sesuai target, sasaran, capaian dan kondisi dilapangan serta 
prosedur baku yang berlaku agar terhindar dari masalah dalam 
penyeiesaiannya; 

h. Membuata konsep naskah dinas dan/atau memeriksa bahan/konsep 
naskah dinas sesuai berdasarkan kewenangannya gtuna kclancaran 
roda pemerintahan; 

i. Mengevalasi kegiatan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan diklat 
fungsional sesuai target, sasaran, capaian dan kondisi dilapangan serta 
proseduar baku yang berlaku agar menjadi bahan perbaikan dimasa 
mendatang; 

j. Mengevaluasi kinerja bawahan berdasarkan capaian atas hasil kerja 
masing-masing sesuai target dan sasaran yang telah ditetapkan daam 
kontrak kerja, guna menjadi bahan pengambilan keputusan pimpinan 
daerah, 

k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertuhis 
kepada atasan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku 
untuk memberikan gambaran akhir pelaksanaan tugas; 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik 
lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran 
pelaksanan tugas. 
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(3) Uraian Tugas Sub bidang Diklat Teknis dan Pendidikan umum, sebagai 
berikut. 
e. Menyusun rencana kegietan fasilitasi bimbingan teknis, whorkshop dan 

rapat kera tcknis dan tugas belajar/iin belajar berdasarkan ketentuan 
yang berlakt guna menjadi pedoman pelaksanaan tugas; 

b. Membagi tgas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggun 
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi; 

c. Membimbing pclaksanaan tugas bawahan bcrdasarkan petunjuk tcknis 
pclaksanaan kegiatan dan mekanisme yang berlaku agar pekerjaan 
berjalan tertib dan lancar, 

d. Memeniksa bahan dan konsep rencana fasilitasi bimbingan teknis, 
whorkshop dan rapat kerja teknis berdasarkan undangan dan/atau 
jadwal yang ditentukan dengan mcngacu pada prosedur yang bcrlaku 
agar berjalan tertib dan lancar; 

e. Memeriksa bahan dan konsep kebutuhan diklat bag pemangku jabatan 
administrasi berdasarkan kebutuhan yang ada agar bcrjalan tertib dan 
lancar; 

f. Memeriksa bahan konsep usulan peningkatan pendidikan pegawt ASN 
berupa usulan tugas belajar dan/atau izin belajar berdasarkan 
kescdian anggaran dan syarat yang telah ditentukan untuk diproses 
sesuai ketentuan yang berlaku; 

g. Melaksanakan pemantauan kegiatan fasilitasi bimbingan teknis, 
whorkshop dan rapat kerja teknis sasaran, capaian dan kondis 
dilapangan serta prosedur baku yang berlaku agar tcrhindar dari 
masala.h dalam penyelesaiannya; 

h. Membuat konsep naskah dinas dan/atau memeriksa bahan/konsep 
naskah dinas sesuai berdasarkan kewenangannya guna kclancaran 
roda pemerintahan; 

i. Mengevaluasi kegiatan kegiatan fasilitasi bimbingan teknis, whorkshop 
dan rapat kerja teknis sasaran, capaian dan kondisi dilapangan serta 
prosedur baku yang berlaku agar menjadi bahan perbaikan dimasa 
mendatang; 

j. Mengevaluasi kinerja bawahan berdasarkan cap@an atas hasil kerja 
masing- masing sesuai target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 
kontrak kerja, guna menjadi bahan pengambilan keputusan pimpinan 
daerah; 

k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis 
kepada atasan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berla 

untuk memberikan gambaran akhir pelaksanaan tugas; 

I. Mclaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik 
lisan maupun tertulis scsuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas. 

BAB II 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 15 

(I) Penjabaran Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas akan ditetapkan 
dengan Keputusan Walikota. 
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(2) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Taal 
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Tual, dinyatakan tidak berlaku lag. 

BAB IV 

ETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual. 

Ditetapkan di Tual 

Pa et Januari 201 

L 

N 

Dundangkan di Tual 

Pada tanggal 06 Januari 2017 
te 

/ . .  
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BAS AR 

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2O17 NOMOR 229 
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